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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RENCANA
AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK : - Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan
dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagai acuan
keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas;
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, tim pembangunan zona integritas
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026
berkewajiban menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemeritah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun



CATATAN

2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 tahun 2023.

Keputusan ini Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2026 sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas di Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026.
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Maret 2026.
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